ABSTRAK
Nadira Aisyahna Nasution

Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun
namun belum 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Istilah ini
merujuk pada anak-anak yang terlibat dalam kasus pidana, dan perlakuan
khusus diberikan kepada mereka dalam proses hukum sesuai dengan
hukum yang berlaku.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis
putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mdn
dan yuridis empiris dengan melakukan wawacara serta data yang
diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan hukum peertanggungjawaban pidana anak yang berkonflik
dengan hukum yang melakukan persetubuhan tetap bertanggung jawab
secara pidana sesuai dengan Pasal 81 Ayat (2) Jo.Pasal 76d UUPA.
Ketentuan persetubuhan anak juga dapat merujuk Pasal 473 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang
mengatur bahwa persetubuhan dengan anak termasuk tindak pidana
perkosaan mengatur proses penanganan anak yang berkonflik dengan
hukum, termasuk anak pelaku persetubuhan. Anak yang berkonflik
dengan hukum tetap dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun
dengan pendekatan khusus yang mempertimbangkan hak-hak anak dan
kepentingan terbaik mereka. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat
dipertanggungjawabkan baik melalui proses non-penal (misalnya
pembinaan di lembaga sosial) maupun penal (misalnya hukuman pidana)
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang memberikan perlindungan khusus terhadap
anak, termasuk pemberian kesempatan untuk memperbaiki diri dan
menghindari pengulangan tindak pidana. pertanggungjawaban pidana
berupa pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang melakukan
tindak pidana persetubuhan.

Kesimpulan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan pidana
pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak
pidana persetubuhan adalah anak dihukum pidana penjara selama
selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 3
(tiga) bulan di Griya Abhipraya Bapas Kelas | Medan. Pertimbangan
hukum hakim dalam penjatuhan pidana dan pelatihan kerja terhadap
anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 70/Pid.Sus-
Anak/2024/PN Mdn adalah karena hakim menilai perbuatan anak telah
terbukti secarra sah dan menyainkan bersalah melakukan tindak pidana
persetubuhan. Disarankan agar tercapainya pemidanaan yang
memberikan efek jera bagi anak namun tidak mengurangi atau
menghilangkan hak-hak anak, maka pidana penjara digantikan dengan
pelatihan kerja.
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